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Alur proses perkara pidana, yang menyangkut tindak 
pidan umlD, dimulai dengan adanya pengaduan atau laporan 
atau aparat penegsk hultum mengetahui sendiri. bahwa di.duga
telah terjadi tindak pidana. Berdasar Augaan telah terjadi
tindak pidana itu, aparat penegak hukum yang paling depan 
atau pertama kali lIenangani atau memprosesnya adalah 
aparat kepolisian.

Dengan perkataan lain, aparat kepolisian menduduki 
posisi yang paling depan dalam proses peradilan pidana.
Aparat kepolisianlah yang pertama kali akan meo1ndaklan­
juti segala pengaduan atau laporsn tentang adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana. 

Berdssarksn uraian di atas, dalam penelitian io1 
dibahas tentang berapa pros~m produktivitas penangsnan
perkara pidena yang depat diselsaikan oleh aparat kepoli ­
sian di Polwiltabes Surabaya~ Poresta Surabaya Selatan, 
Polresta Surabaya Timur dan ~oresta Surabaya Utara. Di sisi 
yang dala. penelitian io1 juga dibahas tentang kendala apa
saja yang dihadapi olab aparat kepolisian di atas deIsm 
rangka penanganan terhadap perkars pidana.

Perlu diketahui bahwa perkara yang masult dalsm proses
di kepol1sian merupakan perksra yang dapat direksm, dide­
teksi oleh aparat kepolisian.llari uraian ini biss ditarik 
suatu kesimpulan bahwa jumlah perksra atau tindek pidana 
yang te~ra dalam statisitik kriminil aparat kepolisian,
hal 101 marupaken kuant1tss penegakan hukUm olah aparat
kepol1sian atau produktivitas penanganan perkars saja. Tidak 
lIenggambarkan jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarskat.

Dalam tsbel di bawah ini bisa dilihat berapa prosesn
prbduktivitas penanganan perkars oleh aparst kepolisian di 
jajarsn Polwiltabes Sursba,a. 
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TEBEL 

PWPORSI PENTELESIAN PERKARA 

DI JAJARAN POLWILTABES SURABAYA 

PERIODE TAHUN 1986-1990 

Tahun (;Ii) 1986 1887 1989 1990 

% % % % 

Polwiltabea Surabaya 28 34 35 41 : 59
 
Polresta Surabaya Selatan 50 · 60 .. 56 61 66
· POleests Surabeya Tirnur : 46 49 54 47 62 
Polresta Surabsya Utara .. 49 ·· 49 46 49 : 53 

Kendala-kednala yang dihadapi oleh aparat kepolisien dalsm 
mengungkap terjadinya tindak pidana yantu: 
1.	 kurangnya kemarnpuan di kalangan aparat k epo Li.aian dalam rangka 

mengungkap terjadinya tindak pidana; 
kurangnya aarana dan prasarana yang dimiliki oleh mere~a; 
kurangnya jumlah personil yang mendukung tugas-tugas; 
kurang sadarnya warga masya~dkat dalam me~berikan laporan bahwa 
telah terjasi suatu tindak pidana;

5.	 terjadinya perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum 
(yan~ delam hal ini antara aparat kepolisian d~n aparat kejak­
saan) tentang suatu peristiwa yang didugasebagai tindak pidana. 

Pads hakikatnya, semua kendala tersebut di atas, bermuara 
pada dua hal yaitu: 
1.	 menemukan tersangka yang belum terna~ap; 
2.	 me-nem uke n alat bukti yang belwn dikemukan. 
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